
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Peraturan Di Desa, maka perlu memberikan 
pelimpahan kewenangan kepada Camat; 

b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi 
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pelimpahan kewenangan kcpada Camat untuk mengevaluasi 
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
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Karanganyar. 
3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten 

yang dipimpin oleh Camat. 
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar. 
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ka bu paten Pemerintah adalah Daerah 2. Pemerintah 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN 
KEWEWENANGAN KEPADA CAMAT UNTUK MENGEVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAAN DAN BELANJA DESA 

MEMUTUSKAN : 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa (Lembaran Daerah 
Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Ka bu paten Karanganyar Tahun 2015 N omor 8); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Ka bu paten Karanganyar Tahun 2015 
Nomor 17). 

Menetapkan 



Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diserahkan kepada 
Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 
diterimanya rancangan Peraturan Desa oleh Camat. 

Pasal 5 

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan ke dalam 
Berita Acara selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Camat. 

Pasal4 

Dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa Camat membentuk Tim Evaluasi. 

Pasal3 

Selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang 
menjadi tugas pokoknya, Camat melaksanakan kewenangan 
untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Des a. 

Pasal 2 

BAB II 
TATA CARA PELIMPAHAN KEWENANGAN 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar. 
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Sadan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Bad an 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis. 

14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang 
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat 
mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

15. Peraturan Bersama Kepala Desa Peraturan Perundang 
undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala 
Desa dalam rangka kcrja sama antar Desa. 

16. Hari adalah hari kerja. 

_....... ............. ------------~~~ 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR S2 

ttd. 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal T Desember 2015 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KARANGANYAR, 

JULIYATMONO 

ttd. 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal T Desember 2015 
BUPATIKARANGANYAR, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pasal 8 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Camat wajib melaporkan secara periodik pelaksanaan evaluasi 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati. 

Pasal 7 

Sekretaris Daerah wajib melakukan pembinaan pelaksanaan 
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. 

Pasal 6 

BAB III 
PEMBINAAN DAN PELAPORAN 

' , 


